
































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Alamat : Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang
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SURAT TUGAS
Nomor : 09 /ST/LKBH/XI.B.AU/F/201S

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang
dengan ini menugaskan kepada :

Nama
NIP
Pangkat/Jabatan/Gol
Jabatan

Dr. DYAH ADRIANTINI $INTHA DEWI, SH.,MHum.
1 9671 0031 992032001
Pemhina / Lektor Kepala I lVa
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muharnmadiyah Magelang

1.

.)

Dasar : $urai Kepala Desa Dlimas, Kec. Tegalrejo, Kabupaten Magelang Nomor
145114NU12018 tanggal 30 Juli 2018, Perihal : Fermohonan Pemberdayaan nrtasyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara pemberdayaan masyarakat yang
akan dilaksanakan pada :

Hariffanggal :$abtu, 4 Agustus Z01B
Waktu
Tempat

: Pkl. 09.00 - $elesai
: BalaiDesa Dlima$, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang

.}. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada
Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiye

DT, DYAH ADRIANINI SINTHA DEWI, SH.,M
NiP. 196710031992032001

Lembaga Konsultasidan

agustus 2018
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PENYULUHAN HUKUM

“HUKUM PAJAK”

Pemateri:

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

Dilaksanakan di Desa Dlimas – Kecamatan Tegalrejo  pada hari Sabtu A Agustus 2018 

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

2018



DEFINISI PAJAK
1. Prof DR.M.J.H Smeets: PAJAK ADALAH PRESTASI KEPADA 

PEMERINTAH YANG TERUTANG MELALUI NORMA-NORMA 
UMUM DAN YANG DAPAT DIPAKSAKAN, TANPA ADA 
KALANYA KONTRAPRESTASI YANG DAPAT DITUNJUKKAN 
DALAM HAL YANG INDIVIDUAL; MAKSUDNYA ADALAH 
UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN PEMERINTAH.

2.Prof.DR.P.J.A Adriani: PAJAK ADALAH IURAN KEPADA 
NEGARA, YANG DAPAT DIPAKSAKAN, DAN TERUTANG 
OLEH YANG WAJIB MEMBAYARNYA MENURUT 
PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU, DENGAN TIDAK 
MENDAPATKAN PRESTASI KEMBALI YANG LANGSUNG 
DAPAT DITUNJUK, DAN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK 
MEMBIAYAI PENGELUARAN2 UMUM, BERHUBUNG DENGAN 
TUGAS NEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN 
PEMERINTAHAN.



DEFINISI PAJAK
3. DR.Suparman Soema Hamidjaja: PAJAK ADALAH IURAN 

WAJIB, BERUPA UANG ATAU BARANG, YANG DIPUNGUT 
OLEH PENGUASA BERDASARKAN NORMA2 HUKUM GUNA 
MENUTUPI BIAYA PRODUKSI BARANG2 DAN JASA2 
KOLEKTIF DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN UMUM.

4. Prof.DR.Rochmat Soemitro,SH: PAJAK ADALAH IURAN 
RAKYAT KEPADA KAS NEGARA (PERALIHAN KEKAYAN 
DARI SEKTOR SWASTA KE PEMERINTAH) BERDASARKAN 
UU (YANG DAPAT DIPAKSAKAN) DENGAN TIDAK 
MENDAPAT JASA TIMBAL BALIK (KONTRAPRESTASI), 
YANG LANGSUNG DAPAT DITUNJUKKAN DAN YANG 
DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR PENGELUARAN UMUM.



DEFINISI 
PAJAK

5.Prof.DR.Rocmat Soemitro,SH: PAJAK ADALAH PERALIHAN 
KEKAYAAN DARI PIHAK RAKYAT KEPADA KAS NEGARA 
UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN RUTIN DAN 
“SURPLUS”NYA DIGUNAKAN UNTUK PUBLIC SAVING YANG 
MERUPAKAN SUMBER UTAMA UNTUK MEMBIAYAI PUBLIC 
INVESTMENT.

6.Mr.Dr.N.J.Feldmann: PAJAK ADALAH PRESTASI YANG 
DIPAKSAKAN SEPIHAK OLEH DAN TERUTANG KEPADA 
PENGUASA (MENURUT NORMA2 UMUM),TANPA ADANYA 
KONTRAPRESTASI, DAN SEMATA2 DIGUNAKAN UNTUK 
MENUTUP PENGELUARAN2 UMUM.



PAJAK DAN KEHIDUPAN KENEGARAANPAJAK DAN KEHIDUPAN KENEGARAAN

SUATU KEKUASAAN YANG DIBERIKAN KEPADA NEGARA OLEH UNDANG 
UNDANG PAJAK UNTUK MEMASUKKAN UANG KE KAS NEGARA DARI WAJIB 
PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU.

PAJAK KAS 
NEGARA

PEMUNGUTAN



SYARAT PEMUNGUTAN PAJAKSYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

ADIL U U

KELANCARAN RODA 
PEREKONOMIAN

EFISIEN

SEDERHANA

TAX



PAJAK SBG KEWAJIBAN KENEGARAANPAJAK SBG KEWAJIBAN KENEGARAAN

NEGARA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MASYARAKAT PERLINDUNGAN

NEGARA KEPENTINGAN UMUM



Terima Kasih








